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Abstrrk
Undang-undarg Nomor 32 Taiun 2fiX t€ntarg Pem€.intrhan Daerah atau lazim disebut
sebagai Uodang-undang otonomi Daerah secam legal dan pridis lelah disahkan dan
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati So€kamoputri di Jakarta
pada tanggat I 5 okober 20M. S€lain itujuga lelah diundangkan oleh Seketaris Negam
Republik Indonesia Bahbatrg Kesowo dalam l,€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 125. lni berarti membuka pintu kajian semakinjelas (transparan)
akan pentingnya keterlibatatr dari tnasyar"kat maupun Fmerintah dalam mematuhi secala
sadar isi dari Undatrg'undang yal|g telrh disahksn len€but (dar so//€r) dan dilaksanalan
secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan b€rmasyarakat, berbangsa. dan
bemegara, bafikan berpolink @at sein).

Kata Kunci: r./d so//er, das sein, pilkada

I .  PENDAHULUAN
Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan

Daerah d idasari oleh bcberapa ketcntuan pemndang-undangan antam lain:
1. Pcrubahan (Amandemen) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Pcrubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daemh;
3 . Undang-undang Nomor I 2 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umun Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dcwan Perwakilan Dacrah, dan Dcwan Perwakilan
Rakyat Dacrah, sebagaimana telah diubah mcnjadi Undang-undang RI Nomor l0
Tahun 200lli

4. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5 . Undang-mdang RI lainnya yang tcrkait dcngan Otonomi Daerah.
Pemcrintah Daerah mclaksanakar fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang

dilakulan oleh lembaga pemerintalnn daerah, dalam hal ini yaitu: Pcmerintah Daeml
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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